)

WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 155 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang

Mengingat

b.

0

[£9]

o2

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan
Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru,

bahwa dengan terbitnya beberapa Pernyataan Standar Akutansi
Pemerintahan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan,
perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Pekanbaru tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
Pekanbaru tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Pekanbaru;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4353);



O
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4659);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51595);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
e e M1 Maleaam AT 1 tenmtarno Periibahan Kedua atas



Menetapkan :

o
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

o
ul

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah;

58  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir
pada Pemerintah Daerah( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1732);

3G, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
pPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

31. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13), sebagaimana telah diubah
dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor
5. Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 155 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU

Pasal I

Mengubah Lampiran XI dan Xl Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 155 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota
Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 135)
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
e oian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kora Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 3/ AGcl & TIY 20l%
& WALIKOTA PEKANBARU,}_O,

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3/ Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MR Ly
—

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA FEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 60



LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 66  TAHUN 2016
TANGGAL o AGusius 020[6

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10

ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah

paragral kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf

penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

A.UMUM

Tujuan

1.

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan,
pengukuran, penilaian/penyajian, pengungkapan dan penentuan nilai
tercatat serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian

kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap;

Ruang Lingkup

d,

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset
tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun
dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan
untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah

daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset
tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat
atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset

tetap adalah sebagai berikut:
a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah
yang diperoieh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, clat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan
lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih

dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
¢) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi

siap dipakai.
d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan
jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki
dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi
siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal
digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai

berikut :
(1) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya

(2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain

penggunaannya
(3) Merupakan bagian dari suatu sistem atau jaringan
(4) Tidak untuk dipindah-pindahkan.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang
sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal
laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam
Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya,



yang proses perolehannya dan/atau  pembangunannya

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Definisi

=~

10.

Aset adzlah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
wmum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setira kas yang telah dan
vang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar 1inbalan lain yang telah
dan yang masih wajib diberikan untuk memjpx roleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengaii aset tersebut dalam

kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunak.:::

Masa manfaat adalah:

a) Periode suatu aset diharapkan digun.han untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik; «1au

b) Jumlah produksi atau unit serupa yang dil.:rapkan diperoleh dari
aset untuk aktivitas pemerintahan dan/at: i pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapk.: dapat diperoleh pada

akhir masa manfaat suatu aset setelah diluingi taksiran biaya

pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah lai buku aset, yang

dihitung dari biaya perolehan suatu aset setel. ‘kurangi akumulasi

penyusutan.

. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyc......ii kewa, .1n antar

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar.



12. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
vang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan.

13. Aset Renovasi adalah bagian dari aset tetap lainnya yang digunakan
untuk mencatat hasil renovasi atas aset yang bukan milik, baik masih
dalam satu entitas pelaporan maupun yang berada diluar entitas

pelaporan.
B. PENGAKUAN

14, Aset tetap diakul pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset
tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak

kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

15. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara
hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan
proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi
berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat

tanah atas nama pemilik sebelumnya.
16. Untuk dapat diakui sebagail aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai
berikut:
a) berwuyjud;
b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos

untuk dipelihara; dan

nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

ga

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi
aset tetap yvang telah ditetapkan. Kecuali untuk aset tetap berupa
tanah, jalan, irigasi dan jaringan, berapapun nilai perolehannya
seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah, jalan, irigasi dan

jaringan.



h) Batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap Pemerintah

Kota Pekanbaru sebagai berikut:

No

Uraian

Jumlah Harga

i Lusin/Set/Satuan

(Rp)

Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

Alat-Alat Besar Darat

10.000.000,00

Alat-Alat Besar Apung

10.000.000,00

Alat-Alat Bantu 1.000.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor 2.000.000,00
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 500.000,00
Alat Angkut Apung Bermotor 2.000.000,00
B Alat Angkut Apung Tak Bermotor 1.000.000,00

Alat Angkut Bermotor Udara

10.000.000,00

Alat Bengkel Bermesin 500.000,00

i Alat Bengkel Tak Bermesin 500.000,00

Alat Ukur 500.000,00

Alat Pengolahan | 500.000,00

Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat ' 500.000,00
Penyimpan

Alat Kantor 500.000,00

| Alat Rumah Tangga 500.000,00

Komputer 500.000,00

! Meja dan Kursi Kerja/Rapat | 500.000,00

Pejabat

| Alat Studio 500.000,00

Alat Komunikasi 500.000,00

| Peralatan Pemancar 500.000,00

i Alat Kedokteran 1.000.000,00

- : Alat Kesehatan 1.000.000,00

| Unit-Unit Laboratorium 1.000.000,00




Alat Peraga/Praktek Sekolah

500.000,00

Unit Alat Laboratorium Kimia 1.000.000,00
i Nuklir

| Alat Laboratorium Fisika 1.000.000,00
Nuklir /Elektronika
Alat Proteksi Radiasi/Protek 1.000.000,00
Lingkungan

. Radiation Application and Non 1.000.000,00

? Destructive  Testing  Laboratory

(BATAM) ]'

| s
Alat  Laboratorium  Lingkungan 1.000.000,00 |
Hidup
Peralatan Laboratorium 1.000.000,00
Hidrodinamika

Senjata Api 1.000.000,00

| Persenjataan Non Senjata Api 500.000,00 |
Amunisi 1.000.000,00
Senjata Sinar 1.000.000,00
Alat Keamanan dan Perlindungan 1.000.000,00

2

Gedung dan Bangunan, yang terdiri

atas:

Bangunan Gedung Tempat Kerja

50.000.000,00

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

50.000.000,00

Bangunan Menara

50.000.000,00

Bangunan Bersejarah

0,00

Tugu Peringatan

50.000.000,00

Monumen/Bangunan Bersejarah

0,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti

50.000.000,00

Rambu-Rambu

15.000.000,00

Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

15.000.000,00




|
3 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri | \
! atas:
Buku | 300.000,00
Terbitan | 500.000,00
|_ Barang l;erpusta.kaan 1.000.000,00
I Barang Bercorak Kebudayaan 1.000.000,00 :l
| Alat Olah Raga Lainnya | 1.000.000,00 [
Hewan | 500.000,00
. Tanaman 500.000,00
Aset Tetap Renovasi 15.000.000,00
| |
i

Catatan:

Adanya batasan kapitalisasi akan membawa konsekuensi bagi
Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan koreksi pencatatan. Jika
tidak memenuhi batasan kapitalisasi tersebut maka aset tetap tersebut
akan dipindahkan dari Daftar Aset Intra Comptable menjadi Daftar Aset
Tetap/Inventaris Extra Comptable. Proses pemindahan dari Daftar Intra
Compatble ke Daftar Extra Compatable akan disesuaikan dengan
ketentuan yang mengatur mengenal penatausahaan Barang Milik
Daerah (BMD). Pengaturan lebih lanjut atas perubahan kebijakan
akuntansi pengakuan aset ini akan diatur lebih lanjut oleh PPKD dan

atau Kepala Daerah.

17.Aset tetap yang tidak digunakan untuk Kkeperluan operasional
pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
C. PENGUKURAN

18. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



19.

Lo
o
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Biava perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya
yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut
seperti IMB, notaris dan pajak.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah

1

sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh,

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang
ketentuar. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai

serolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka

atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset

tetap.

Biayva perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan

vang dimaksudkan.

. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau
membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biava permulaan
(start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya
suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi

kerjanya.

Setiap pctongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga
pembelian

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau
melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang beium

selesal tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam

pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
Perolehan Secara Gabungan

Biaya perclehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harea cabiinean tercahiit



berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang

bersangkutan.

27. Pertukaran Aset

IJ
oo

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran
sebagian aset tetap vang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari
pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh
vaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban

lain vang ditransfer/diserahkan.

=z

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset
yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai
wajar yvang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam
pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam
rransaksi ini. Biaya aset vang baru diperoleh dicatat sebesar nilai

tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
c) Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari

donas: diakui sebagai pendapatan operasional.

. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap harus

ditambankan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan jika nilai

pengeluaran setelah perolehan aset tetap sama dengan atau lebih dari
nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan terdapat:

4. Pertambahan masa manfaat, vaitu adalah bertambahnya umur
ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya
sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 30
tahun. Pada tahun ke-45 pemerintah melakukan renovasi dengan
harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 10 tahun lagi. Dengan
adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 50 tahun
menadi 55 tahun; atau

b. Peningkatan kapasitas, yaitu bertambahnva kapasitas atau
kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator
listrik yang mempunyai output 100 KW dilakukan renovasi sehingga

kapasitasnya meningkat menjadi 200 KW; atau



¢. Peningkatan kualitas aset, yaitu bertambahnya kualitas dari Aset Tetap
yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan
oleh pemerintah menjadi jalan aspal; atau
d. Pertambahan volume aset, yaitu bertambahnya jumlah atau satuan
ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan
suatu gedung dari 200 m2 menjadi 300 m2.
Contoh :
Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar
Rp350.000.000 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama
6 tahun Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan
pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000. Menurut perhitungan Tim
Teknis pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap
3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah
sebesar Rp30.000.000 sehingga nilai bukunya adalah sebesar
Rp20.000.000. Perbaikan sebesar Rp 12.200.000 ditambahkan ke nilai
buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar
Rp32.200.000 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian
penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar
Rp4.600.000.
Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya
akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat
untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun.
Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah

sebesar Rp8.050.000 per tahun.

. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan

terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi berdasarkan
pertimbangan teknis pihak yang berkompeten. Jika tidak terdapat
pertimbangan teknis pihak yang berkompeten, penambahan masa
manfaat aset tetap dapat mengacu kepada tabel sebagaimana terdapat

pada lampiran keputusan ini.

. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan
dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun

ekuitas.



31. Penyusutan:

a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
vang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat

aset yang bersangkutan.

b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurang nilal tercatat aset tetap dalam neraca dan beban

penyusutan dalam laporan operasional.

c] Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis

Lurus (straight line method) dengan formula sebagai berikut:

Nilai yang Dapat Disusutkan
Masa Manfaat

Penyusutan per Periode =

d) Penyusutan dilakukan terhadat Aset Tetap berupa:
- Peralatan dan mesin
-  Gedung dan bangunan
- Jalan, irigasi, dan jaringan; dan

- Aset Tetap lainnya kecuali buku, hewan ternak, tanaman dan

barang bercorak kebudayaan

e) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam
neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle

disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap

f) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber
vang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusannya; dan
Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah
diusulkan  kepada  Pengelola  Barang untuk  dilakukan

penghapusan.

g) Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur
ekonomik mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara

masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

h) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi
nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman
nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian

terhadap Penvusutan Aset Tetap tersebut.



32.

34.

33.

Penyesuaian Aset Tetap tersebut meliputi penyesuaian atas:
- nilal yang dapat disusutkan; dan

- nilai akumulasi penyusutan.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap dapat dilihat pada

lampiran

-Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap

disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Nilai

sisa ditetapkan setelah berakhirnya masa manfaat sebesar Rp0,00
Aset Bersejarah

a) Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah
unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan

atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

b) Biava untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun
terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh
beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut

dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

¢) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya
kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh
bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk
kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama

sepertl aset tetap lainnya.
Penghentian dan Pelepasan

a) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila
aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada

manfaat ekonomi masa yang akan datang.

b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

c) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos

aset lainnya sesual dengan nilai tercatatnya.



D. PENYAJUIAN

30. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh

penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Kota Pekanbaru.

NERACA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
PER 30 JUNI atau 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN [ 20X1 | 20X0

1 ASET

o

ASET LANCAR

3 Jumlah Aset Lancar | XHXK XXX |
4 INVESTASI JANGKA PANJANG | g
| |

Jumlah ‘

3 ' XXX XXX |

Investasi Jangka Panjang

6 ASET TETAP

7 Tanah 0.6 XXX

8 Peralatan dan Mesin XXX XXX

9 Gedung dan Bangunan b6’ < XXX
10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan KX XXX

11 Aset Tetap Lainnya XXX K

Konstruksi dalam
12 ) XXX XXX
Pengerjaan

13 Akumulasi Penyusutan (xxx) _-(X_xx)
_14 Jumlah Aset Tetap XXX Xxx J

E. PENGUNGKAPAN

37. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis

aset tetap sebagai berikut:



a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(carrying amount);

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan:

1) Penambahan;

2) Pelepasan;

3) Akumulasi Penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
4) Mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi penyusutan, meliputi:
1) Nilai penyusutan;
2) Metode penyusutan yang digunakan;
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan

akhir periode;
38. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset

tetap;
¢. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

39. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yvang dinilai kembali, maka hal-hal

berikut harus diungkapkan:

a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
b. Tanggal efektif penilaian kembali:

c. Jika ada, nama penilai independen;

d. Hakikat setiap petunjuk vyang digunakan untuk menentukan

penggarnti; dan
e. Nilal tercatat setiap jenis aset tetap.

40. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis,

kondisi dan lokasi aset dimaksud.



Lampiran 10 - 1

ot

Perkiraan Masa Manfaat Aset Tetap

—— | -
1 ; Masa
|
Kodifikasi | Uraian | Manfaat
l !' (Tahun)
3 | | ASET TETAP i
_ 2 Peralatan dan Mesin ; ,
3 | 2 01 | Alat-Alat Besar Darat ‘ 10
e S0 t : il — —_— i
3 2 | 02 | Alat-Alat Besar Apung 8
3 2 03 Alat-alat Bantu ' T
3 2 04 | Alat  Angkutan  Darat 3
l i Bermotor
3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak 2
Bermotor
3 2 | 06 Alat Angkut Apung | 10
|
Bermotor
3 2 07 |  Alat Angkut Apung Tak 3
|
| Bermotor
5 | = o
3 2 08 | Alat  Angkut  Bermotor 20
Udara
T l
3 2 09 | Alat Bengkel Bermesin i 10
3 2 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | S
= | N
3 | 2 3T Alat Ukur 5
2 [ 12 | Alat Pengolahan Pertanian 4
3 2 13 ‘ Alat Pemeliharaan 4
[ | Tanaman/Alat
i Penyimpan
3 2 14 Alat Kantor 5
3 2 15 Alat Rumah Tangga 5
3 2 | 16 Komputer I 4
= _I_- i x e . __i'
3 2 ! 17 Meja Dan Kursi | )




Kerja/Rapat Pejabat :
I 2 | 18 | m—a-t_S_‘;udio
1 2 19 j Alat Komunikasi
S_i_ _2 20 | Peralatan Pemancar
i: 2 21 | Alat Kedokteran
1 2 22_ IJ Alat Kesehatan
| 2 23 II _I:I.rhlibUnit Laboratoriu_r-n
—2 l; 24 ! Alat | Peraga/Praktek
| | Sekolah
------ 2 | 25 [ _ Un-it AI;t Lat.boratoriun::- :
[ | Kimia Nuklir -
2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika |

Nuklir / Elektronika

|

i ; ooty
2 ‘ 27 [ Alat Proteksi Radiasi /

|

Proteksi Lingkungan

2 28 Radiation Aplication and
i Non Destructive
5 Testing Laboratory
! 5 (BATAM)
: 2 29 Alat Laboratorium

Lingkungan Hidup

2 30 | Peralatan Laboratorium
Hidrodinamika
|2 31 Senjata Api
d— .‘i.. — ===
2 l 32 Persenjataan Non Senjata
_ | Api
L2 83 |  Amunisi
-
' 2 34 Senjata Sinar
2 | a5 Alat Keamanan dan
; Perlindungan
e
$ 1 | Gedung dan Bangunan
3 01 | Bangunan Gedung Tempat




(&%)

Kerja . _ _

Bangunan Air

3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat 50
! Tinggal
| |
S [ .
3 03 | Bangunan Menara 40
3 04 Bangunan Bersejarah --
| | -
3 | 05 | Tugu Peringatan 50
3 06 |  Candi s
3 07 Monumen /Bangunan --
Bersejarah
3 | 08 |  Tugu Titik Kontrol/Pasti | 50
|
| ' - ' ':
3 09 | Rambu-Rambu 50
- i ? -—
3 | 10 | Rambu-Rambu Lalu Lintas 50
| Udara
— _—"] S— I_—._ — e !
4 ‘ @ Jalan, Irigasi, dan
:i _! Jaringan
PN S o s O 10
4 | 02 Jembatan 50
T ' N _
4 | 03 Bangunan Air Irigasi 50
4 | 04 Bangunan Air Pasang 50
Surut :
. — ; - — i
4 | 05 Bangunan Air Rawa ! 25
4 | 06 Bangunan Pengaman | 10
| | . |
| - Sungai dan |
; Penanggulangan :
- Bencana Alam :
=+ o7 i Bangunan Pengembangan 30
i Sumber Air dan Air
,' Tanah
- 08 i Bangunan Air 40
Bersih /Baku .
o : 09 Bangunan Air Kotor 40
4 10 40




="

4 | 11 Instalasi Air Minum ’ 30
4| 12 Instalasi Air Kotor 30
P T [T ————; A~
Sampah Organik dan
Non Organik
4 I 14 . Instalasi : Peng;)lazan 10
| Bahan Bangunan I
s | & fombengr | 4
| Listrik
4 | 16 Instalasi Gardu Listril; 40
4 ‘I L7 | " In;;;l:si Pertahanan | 30
4 | 18 | InstalasiGas 30
__;? ' 19 In st;lasi Pengaman : 20
4 | 20 | Jaringan Air Minum 30
<4 |[ 21 | Jaringan Listrik 40
4 I 22 | Jaringan Telepon 20
4 | 23 J| Jaringan Gas 30




Lampiran 10 - II

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena

Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap

Persentase
Penambahan
Renovasi/Restorasi/
. Masa
Overhaul dari Nilai — |
aniliaa
URAIAN JENIS Perolehan (Diluar ‘
{(Tahun) |
Penyusutan) ;
|
Peralatan dan Mesin i i
1 |
Alat-Alat Besar Darat I Querhaul >0% s.d. 30% 1 '
| >30% s.d 45% 3
= !
| >45% s.d 65% 5
Alat-Alat Besar Apung Overhaul >0% s.d. 30% 1
, >30% s.d 45% 2 |
|
i
| >45% s.d 65% 4 ‘
- ! | |
|
|
Alat-Alat Bantu | Overhaul >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 2
>45% s.d 65% 4
Alat Angkutan Darat Overhaul >0% s.d. 25% 1 !
Bermoator
>25% s.d 50% 2
| >50% s.d 75% 3
i >75% 5.d.100% 4
Alat Angkutan Darat Tak Overhaul | >0% s.d. 25% 0
|
Bermotor
>25% s.d 50% 1
>50% s.d 75% 1




>75% s.d.100%

Alat Angkut Apung Overhaul >0% s.d. 25% |' 2
| Bermotor | |
| I >25% s.d 50% 3
>50% s.d 75% 4
o >75% s.d.100% 6
e - |!
Alat Angkut Apung Tak | Overhaul >0% s.d. 25% ] 1
Bermotor |
| ! >25% s.d 50% 1
o ; >50% s.d 75% 1
. ‘ .l >75% s.d.100% 2
| |
Alat  Angkut  Bermotor ‘ Overhaul | >0% s.d. 25% | 3
Udara :
- f >25% s.d 50% 6
B - >50% s.d 75% 9
; -. >75% s.d.100% 12
| :
Alat Bengkel Bermesin Qverhaul . >0% s.d. 25% 1
. - | i. >25% s.d 50% 2
| >50% s.d 75% 3
| >75% 5.d.100% 4
|
Alat Bengkel Tak Bermesin Qverhaul >0% s.d. 25% 0
! >25% s.d 50% 0
! >50% s.d 75% | 1
| 575%s.d.100% | 1




Alat Ukur

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

-

Alat Pengolahan

Overhaul

>0% s.d. 20%

>21% s.d 40%

>51% s.d 75%

Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat

Penyimpan

Querhaul

>0% s.d. 20%

>21% s.d 40%

>51% s.d 75%

Alat Kantor

Overhaul

>0% s.d. 25% i

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Alat Rumah Tangga

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Komputer

Querhaul

>0% s.d. 25%

)250’{h S.d SOO/O

>50% s.d 75%

>75% s5.d.100%




Meja dan Kursi ‘ Querhaul >0% s.d. 25%

Kerja/Rapat Pejabat

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Alat Stud:o . Querhaul >0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

| >50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

Alat Komunikasi ‘ Overhaul >0% s.d. 25%

\ >25% s.d 50%

‘ >50% s.d 75%

| | >75% s5.d.100%

Peralatan Pemancar . Overhaul >0% s.d. 25%

‘ | >25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100% |

Alat Kedokteran Overhaul ‘ >0% s.d. 25%

‘ >25% s.d 50%

! - >50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

Alat Kesehatan ! Overhaul | >0% s.d. 25%

| | >25% s.d 50%

| >50% s.d 75%

W




>75% s.d.100% |

Unit-Unit laboratorium

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% 5.d.100%

Alat Peraga/Praktek

Sekolah

Querhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d S0%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Unit Alat Laboratorium

Kimia Nuklir

Overhaul

=0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Alat Laboratorium Fisika ‘

Nuklir/ Elektronika

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50% |

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%

Alat Proteksi Radiasi /[ ‘

Proteksi Lingkungan

Overhaul

>0% s.d. 25%

>25% s.d 50%

>50% s.d 75%

>75% s.d.100%




Radiatior Application & Querhaul >0% s.d. 25% 2
Non Destructive |
I Testing Laboratory
(BATAM)
>25% s.d 530% 4
; >50% s.d 75% 5
|
| >75% s.d.100% 5
|
i
. Alat Laboratorium | Quverhaul >0% s.d. 25% 1
| ] ;
i Lingkungan Hidup
| >25% s.d 50% 2 ,
| | :_ >50% s.d 75% 3
i
| >75% s.d.100% | 4
| |
Peralatan Laboratorium Overhaul ‘ >0% s.d. 25% 3
|
Hidrodinamika |
| >25% s.d 50% 3
' ‘ >50% s.d 75% F
j ‘ >75% s.d.100% 8
Senjata Api Querhaul >0% s.d. 25% 1
>25% s.d 50% 2
| |
| l >50% s.d 75% 3
| |
: |
| >75% s.d.100% 4
| Persenjataan Non Senjata | Qverhaul >0% s.d. 25% 0
Api
: >25% s.d 50% | 0
| >50% s.d 75% 1
i

| | >75% s.d.100% 1
| | o ]



Amunisi Querhaul >0% s.d. 25% 0

i >25% s.d 50% 0

| >50% s.d 75% 1

>75% s.d.100% 1

Senjata Sinar Overhaul >0% s.d. 25% 0

’: >25% s.d 50% 0

| >50% s.d 75% 0

E >75% s5.d.100% 2

:ﬁ_ Alat Keamanan dan | Qverhaul >0% s.d. 25% 1

Perlirdungan |

| >25% s.d 50% 1

| - >50% s.d 75% 2

B >75% s.d.100% 2
; Gedung dan Bangunan

i Bang.-;-lman | Gedung Renovasi >0% s.d. 25% 5

| Tempat Kerja

| >25% s.d 50% 10

>50% s.d 75% 15

o >75% s.d.100% 50

B ﬁm;n 1-1 an Gedung ! Renovasi >0% s.d. 30% 5

Tempat Tinggal i

| >30% s.d 45% 10

B >45% s.d 65% 15

Bangunan Menara Renovasi >0% s.d. 30% S}




>30% s.d 45%

10

‘ ; >45% s.d 65% 15
| |
| .
Tugu Peringatan Renovasi | >0% s.d. 30% S
I i
. i >30% s.d 45% 10
| >45% s.d 63% 15
- |
S
i Tugu Titik Kontrol/ Pasti Renovasi >0% s.d. 30% )
>30% s.d 45% 10
| >45% s.d 65% 15
‘ Rambu-Rambu Querhaul >0% s.d. 25% 1
| >25% s.d 50% 2
|
‘ >50% s.d 75% 3
|
| >75% s.d.100% -
i
| | |
— | |
| Rambu-Rambu Lalu Querhaul | >0% s.d. 25% 1
Lintas Udara |
: >25% s.d 50% 2
! >50% s.d 75% 2
l —_—
' ! >75% s.d.100% 4
| S !
f |
i | I
Jalan, Irigasi dan :
|
Jembatan
Jalan | Renovasi >0% s.d. 30% 2
|
| >30% s.d 60% S
i >60% s.d 100% 10
- i
|
B | .
| Jembatan f Renovasi | >0% s.d. 30% S
| >30% s.d 45% 10




>45% s.d 65% 15
Bangunan Air lrigasi i Renovasi >0% s.d. 5% 2
- !
| | >5% s.d 10% 5
| |
[
>10% s.d 20% 10
! Bangunan  Air Pasang | Renovasi | >0% s.d. 5% 2
: Surut
| | >5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
| =
| |
Bangunan Air Rawa i Renovasi >0% s.d. 5% 2
(N |
| | >5% s.d 10% 5
>10% s.d 20% 10
Bangunan Pengaman | Renovasi >0% s.d. 5% 1
Sungai &
Penanggulangan
Bencana Alam
>5% s.d 10% 2
| >10% s.d 20% 3
| |
_|
i Bangunan Pengembangan Renovasi | >0% s.d. 5% 1
| |
Sumber Air dan Air | |
|
| Tanah !
|
| ?
' >5% s.d 10% 2
>10% s.d 20% 3
Bangunan Air Bersih/ Renovasi >0% s.d. 30% 5
Baku ‘
|
| | >30% s.d 45% 10




>45% s.d 65%

15

Bangunan Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 5
_ | >30% s.d 45% 10
| :
| | >45% s.d 65% 15
|
|
e l
Bangunan Air Renovasi >0% s.d. 30% 5]
| >30% s.d 45% 10
|
>45% s.d 63% 15
i Instalasi Air Minum | Renovasi >0% s.d. 30% 2
| Bersih |
| >30% s.d 45% 7
|
>45% s.d 65% 10
i | | |
Instalasi Air Kotor Renovasi >0% s.d. 30% 2
| [ >30% s.d 45% 7
| | >45% s.d 65% 10
i B |
Instalasi Pengelolahan | Renovasi >0% s.d. 30% 1
' Sampah Organik dan
: Non Organik
|
; >30% s.d 45% 3
' i >45% s.d 65% 5
|
' i
|
Instalasi Pengolahan Renovasi >0% s.d. 30% i;
| Bahan Bangunan
i >30% s.d 45% 3
>45% s.d 65% 5




Instalasi Pembangkit Renovasi | >0% s.d. 30% 5
Listrik

>30% s.d 45% 10

>45% s.d 65% 15

Instalasi Gardu Listrik Renovasi >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10

>45% s.d 63% 15

Instalasi Pertahanan Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 3

>45% s.d 65% 5

Instalasi Gas Renovasi ! >0% s.d. 30% )
| >30% s.d 45% 10

; >45% s.d 65% 15

Instalasi Pengaman Renovasi >0% s.d. 30% 1
>30% s.d 45% 1

>45% s.d 65% 3

Jaringan Air Minum Overhaul >0% s.d. 30% 2
>30% s.d 45% 7

>45% s.d 65% 10

Jaringan Listrik Overhaul >0% s.d. 30% 5
>30% s.d 45% 10
>45% s.d 65% 15




‘ Jaringan Telepon | Overhaul >0% s.d. 30% 2
- >30% s.d 45% 5
!— | >45% s.d 65% 10
.— Jaringan Gas Qverhaul >0% s.d. 30% 2
- : >30% s.d 45% 7
| ~45% 5.d 65% | 10
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LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR 60 TAHUN 2016
TaNGGAL 3! AGuITay Q016

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11
ASET LAINNYA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf
kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan
yvang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru.

A. UMUM

Tujuan

1. Tujuan kebijjakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset
lainnya meliputi meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian/penyajian,
pengungkapan dan penentuan nilai tercatat serta penentuan dan
perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat

(carrying value) aset lainnya.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka
penyusunan laporan neracda.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

Definisi

4. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap

dan dana cacangan.

o

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
a) Tagihan Jangka Panjang;

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

c) Aset Tidak Berwujud,;

d) Aset Lain-lain.
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Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima
dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawali
Pemerintah Kota Pekanbaru. Contoh tagihan penjualan angsuran antara

lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan
terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas
suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai
akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar
hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam

pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses vang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau

kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Bagi Hasil Kemitraan merupakan tagihan yang berasal dari
pemanfaatan barang milik daerah yang bukan bagian lancar dari tagihan

kemitraan.

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebih vang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha

vang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
a) Sewa

b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

c) Bangun Guna Serah (BGS)

d) Bangun Serah Guna (BSG)

.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam

jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh
pithak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan

pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah

berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
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sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana

berikut fasilitasnya setelah berakhirnya Jangka waktu.

Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah peraanfaatan barang milik daerah
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka

waktu tertentu yang disepakati.

- Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yvang dapat diidentifikasi

dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tyjuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan
dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi
penelitan dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses

pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas :
a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru akibat adanya pembelian kepentingan/saham diatas nilai
buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas
berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjuaan

kepentingen/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
b) Lisensi dan Franchise

Lisensi dapat diartikan memberin izin. Pemberian lisensi dilakukan jika
da pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui
sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik
barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan
barang/jasa yvang dilisensikan.

Franchise merupakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan
hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan
intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan
suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain
tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

c) Hak Paten dar Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada



inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanekannya.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta
untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi
tertentu. Hak cipta merupakan ‘hak untuk menyalin suatu ciptaan’. Hak
cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi
penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta
memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada

berbagal jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan
kekayaan intelektual, pengetahuna teknis, suatu cipta karya yang dapat
menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kota Pekanbaru. Hak ini dapat
mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain
yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, hak cipta
dan hak paten sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan

merupakan aset tak berwujud
d) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
Adapun yang termasuk dalam kelompok ini antara lain:

i. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud
adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari
hardwecre komputer tertentu. Software ini adalah yang dapat
digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai aset tak
berwyjud memiliki karakteristik berupa adanya hak
isumewa/eksklusif atas software berkenaan.

ii. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka

panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan
manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang

dapat diidentifikasi sebagai aset.
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iii. Masterplan

Masterplan adalah rencana induk penataan dalam berbagai sektor
pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang atau
pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial
di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

iv, Website

Website dapat diartikan sebagal suatu kumpulan halaman yang
menampilkan berbagai halaman situs, yang terangkum di dalam
domain atau juga subdomain, vang lebih tepatnya berada dalam www

(world wide web) yang berada dalam internet.

. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan aset tak berwujud yang diperoleh
secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun
anggaran ataa pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.
Dalam hal terjadi seperti ini maka atas pengeluaran yang telah terjadi
dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan pelaporan harus
diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (intangible asset-work
in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan diklasifikasikan

menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika :

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa yang akan
datang vang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset
tak berwujud tersebut akan mengalir kepada entitas daerah atau
dinikmati oleh entitas; dan

2) Biaya perolehan dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal

. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya vang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan
Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga
dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif Pemerintah Kota Pekanbaru karena hilang atau rusak
berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan,
atau aset tetap vang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain,
atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen

hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
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-Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada

Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

- Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat :

a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah
Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal; dan

b) Diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

-Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi

perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset
dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya — Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset

Tetap menjadi Aset Lainnya - Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

- Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/

kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari Aset Tetap

menjadi Aset Lainnya — Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

-Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan

gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan
untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban
Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/
investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan
secara bagi hasil.

Aset lainnya vang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa
pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan

dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

-Aset lainnya yvang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa

penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan

dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

-Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi
dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah

atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
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). Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah

dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

30. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan
Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang

telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

31.Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah (BGS), dicatat
sebesar nilai buku aset tetap vang diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak ketiga/investor. Aset vang berada dalam Sewa, Kerjasama

Pemanfaatan dan BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

32. Bangun Guna Serah (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang
dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yvang diserahkan Pemerintah
Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak

ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

33. Aset Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai

dengan metode penyusutan yang digunakan.

34. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada
pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :

a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai
tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan
disajikan kembali sebagai aset tetap.

b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar

pada saat perolehan/penyerahan.

35. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang
harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga
siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai
manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang
melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas

tersebut.

36. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah

dikurangi amortisasi.

37. Amortisasi Aset Tak Berwujud:



a) Amorusasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus

dengan masa manfaat yang mana dapat dibedakan menjadi 2 (dua)

jenis, yaitu:

Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (finite life).

Dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit
yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk
menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor
ekonomis mana yang lebih pendek.

Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas

(indefinite life).

Dari berbagai faktor relevan yang ada, Aset Tak Berwujud tertentu
divakini nndak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan
manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas Aset Tak Berwujud
vang mempunyal umur manfaat yang tak terbatas, harus
dilakukan review secara berkala untuk melihat kemampuan aset

tersebut dalam memberikan manfaat.

b) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud berupa:

Piranti lunak (software) komputer;
Lisensi dan francshise;
Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

c) Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusannya; dan

Aset Tak Berwujud dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang
telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

yenghapusan.
o

37.Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tidak berwujud sebagai

berikut :
. ) | . _ ]| T
Kodifikasi Uraian : Manfaat
I | (Tahun)
1 | | ASET |
1 |5 | Asetlainnya |




F R Aset Tidak Berwujud

T s |z ol | Gooduwill | Infinite
1 |5 |3 |02 |Lisensidan Frenchise 10

1 5 3 03 il Gl Cipta a 50

| I—— I PRI i I

i s 18 |o» | Paten | 1 20
1 5 '3 :_O:; i Aset Tidak Berwujud Lainny_a_ - '[ 4

38. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.
D. PENGUNGKAPAN

39. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan,

sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Rincian aset lainnya;

b) Kebijakan Amortisasi atas Aset Tidak Berwuyjud;

¢) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP,
BGS dan BSG);

d) Informasilainnya yang penting.
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